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Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa
konsekuensi diserahkannya beberapa kewenangan pusat kepada daerah, termasuk juga kewenangan di
bidang industri dan perdagangan. Seiring praktek otonomi daerah, muncul fenomena di daerah yaitu
semangat pembuatan berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dengan menarik pajak daerah ataupun retribusi daerah.

Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan instrumen kebijakan perizinan di sektor perdagangan yang
kini secara penuh diselenggarakan di pemerintahan daerah Kabupaten/K ota. Pengenaan retribusi dalam
pengurusan SIUP di beberapa daerah telah memberatkan pelaku usaha (kondisi ekonomi biayatinggi),
karena disamping harus membayar retribusi, pelaku usaha juga kadangkala dihadapi dengan kegiatan
pungutan liar yang berkedok dengan praktek "percaloan”. Berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kota
Bekasi, pengenaan retribusi dalam pengurusan SIUP tidak menurunkan minat pelaku usaha untuk
menjaankan usahanya di Kota Bekasi. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah permohonan SIUP dari
tahun 2000 hingga tahun 2004.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis pelaksanaan kebijakan izin usaha perdagangan di Kota
Bekasi. Dasar teori yang dipergunakan dalam menganalisis pel aksanaan kebijakan tersebut adalah
kombinasi antarateori yang dikemukakan oleh Mustopadijaja dan Edward I11 dengan beberapa penyesuaian.
Variabel yang dianalisis antaralain: pada dimensi ketepatan kebijakan itu sendiri, konsistensi dan efektifitas
pel aksanaannya, komunikasi, sumberdaya, serta struktur birokrasi. Berdasarkan hasil analisis dan observasi
di lapangan, diketemukan bahwa kebijakan izin usaha perdagangan di Kota Bekasi cenderung berfungsi
sebagai instrumen budgeter dibandingkan dengan fungsi regulasi. Peningkatan jumlah permohonan SIUP
dari tahun ke tahun tidak dapat diindikasikan sebagai bentuk keberhasilan implementasi kebijakan.
Peningkatan jumlah permohonan SIUP di Kota Bekasi |ebih disebabkan adanya perubahan lingkungan
sosial berupa mobilisasi penduduk dari daerah lain serta meningkatnya kesadaran masyarakat pelaku usaha
dan perubahan lingkungan ekonomi. Di samping itu posisi/letak strategis dan kelengkapan sarana dan
prasarana seperti jalan, pasar, ruko dan lain sebagainya turut memberikan andil bagi perkembangan sektor
perdagangan di Kota Bekas.

Walaupun demikian, terdapat hal yang lebih penting dari sekedar peningkatan jumlah permohonan SIUP
yakni, pengembalian fungsi perizinan itu sendiri sebagai instrumen pembinaan, pengawasan dan
pengendalian perlu dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka disampaikan beberapa saran bagi
perbaikan dan penyempurnaan penyel enggaraan kebijakan izin usaha perdagangan di Kota Bekasi antara
lain peningkatan pelayanan perizinan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan publik, penambahan
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secara kuantitas dan kualitas aparat pelaksana, pemanfaatan jaringan internet sebagai media komunikasi dan
informasi kebijakan daerah serta pengawasan vertikal dari pejabat atasan aparat pelaksana guna
meminimalisir terjadinya praktek percaloan yang merugikan pelaku usaha.

<hr>

Implementation of Law Number 22 Y ear 1999 concerned with Local Governance brings consequence
delivering of some central authority to Local Government, including also authority in industry and
commerce. The practice of regional autonomy emerges phenomenon in the local region, which is spirit of
making various regulations with aim to increase regiona income (PAD) by collecting regional tax.

License of Commerce (SIUP) is an instrument of licensing policy in commercial sector, which nowadaysis
fully carried out by Local Government (sub-province/municipality). Imposition of retribution in
arrangement of SIUP in some area has weighed against business perpetrator (high cost economy), because
besides having to pay for retribution, they also facing with illegal charge practice (profiteering). In Bekasi
Municipality, imposition of retribution in arrangement of SIUP does not decrease enthusiasm of business
perpetrator. Thisis reflected from the increasing amount of application of SIUP from year 2000 to 2004.

The research conducted in order to analyze the implementation of licensing policy in commercia sector in
Bekasi Municipality. The basic theory used in analyzing the implementation of the policy is a combination
between theory told by Mustopadijaja and Edward 111 with afew adjustment. The variables analyzed are: at
dimension: accuracy of policy itself, consistency and effectiveness of the implementation, communication,
resource, and bureaucracy structure.

Based on analysis and observation in location, it is concluded that the policy in license of commerce in
Bekasi Municipality tends to function more as instrument of budgeter rather as regulation function. The
increasing amount of application of SIUP from year to year could not regard as indication of effective
implementation policy. It is more caused by social environmental changes (in form of resident mobilization
from other area and the increasing of awareness of business perpetrator society) and economic
environmental change. Beside that, strategic position and sufficient facilities (such as road, market, etc) have
significant role to the growth of commercial sector in Bekasi Municipality.

Even though, there are more important matters from simply the increasing of the amount of application of
S1UP, which isreversion of licensing function itself asinstrument of restoration, monitoring, and
controlling. With reference to the mentioned, there are some suggestions to enhance the implementation of
license of commerce policy in Bekasi Municipality. They are service enhancing in licensing with orientation
to the protection of public interest, increasing government official quantitative and qualitatively, utilization
of Internet connection network for communicating and informing the regional policy, and also vertica
supervising of high functionary to minimize the profiteering practice which harming business perpetrator.



